
BUPATI BANYUMAS 
PROVINS! JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR 6~ .TAHUN 2016 

TENTANG 

PENJABARAN ANGGA 
KABUPATEN RAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2017 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANYUMAS 
' 

bahwa untuk melaksanakan ketentuar.. Pasal 6 Peraturan Daerah 
Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2016 tentang Anggaran 

Peutlapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 

Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2017; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor IO Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara 
Tahun 1950, Halaman 86-92); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 
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6. Undang-Undan 
Pengelolaan d g Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Negara R b ~ Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Lemb epu hk Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

aran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
7. Undang-Und 

Pere ang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
ncanaan Pe b 

Re ubr m angunan Nasional (Lembaran Negara 

Lep b ik 1ndonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan 
m aran Neg R . . ' ara epubhk Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Und 
K ang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

euangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

~Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9 · Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

lO. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaima na 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tah~ 2007 tentang Perubahan 
Ketiga atas Peraturan Pemenntah Nomor 24 Tahun 2004 
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:ntang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
R:ggot~ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

pubhk Indonesia Tahun 2007 Nomor 4 7' Tambahan 

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45021 • 
sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nornor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pernerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
1nd0nesia Tahun 20012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5340); · 

15· Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4503); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4574); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ten tang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 20 1 O 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 20105 ten tang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5155); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 

I· 



Menetapkan 

Tambahan Lemb blik Indonesia Nomor 
4585); aran Negara Repu 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46l4); 
22· Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 8tand~r 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Repubhk 
1nd0nesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
23· Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 201 l tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
20ll Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5219); 

24· Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201_2 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor .6 Tahun 2009 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Banyumas Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 3 Seri A); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 
TAHUN ANGGARAN 2017. 



.... 

Pasal 1 

naaran Pendapatan dan Bel · 0 · · · 
M1

t>0 an.ia aerah Tahun Anggaran 2017 terdm atas · 

1. pendapatan : 

a. Pendapatan Asli Daerah 
b. Dana Perimbangan 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah 
yang sah 
Jumlah Pendapatan 

2. Belanja: 

a. Belanja Tidak Langsung 
1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Hibah 
3) Belanja Bantuan Sosial 
4) Belanja Bagi Hasil Kepada 

Rp. 520.859.490.133,00 
Rp. 2.055.686.531.834,00 

Rp. 491.675.291 .055.00 
Rp.3.068.221.313.072,00 

Rp. 1.610.200.878.754,00 
Rp. 25.565.000.000,00 
Rp. 11.222.750.000,00 

Prov /Kab/Kota dan Pemdes Rp. 14.795.802.460,00 
5) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 601.375.113.100,00 

6) Belanja Tidak Terduga =R=p,_. _ ___:,;4•=0-=-0-=-o.=o-=-o=o=.o=o=o.1.a.o;..;.o 
Rp.2.267.159.544.314,00 

b. Belanja Langsung 
1) Belanja Pegawai Rp. 33.434.654.046,00 
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 695.228.119.630,00 

3) Belanja Modal =R=p"-. --'-4=2"--7."""4-=l""-9."""4-=1-=-8=.6=2-=-3.1.a.o~o 

Jumlah Belanja 
Defisit 

Rp. 1. 156.082.192.299,00 
Rp. 3.423.241.736.613,00 
Rp. 355.020.423.541,00 

3. Pembiayaan Daerah 
a. Penerimaan Rp. 382.020.423.541,00 
b. Pengeluaran Rp. 27.000.000.000.00 

Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 355.020.423.541,00 
Sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00 

Pasal 2 

Ringkasan Penjabaran APBD sebagai~ana_ dimaks1,1d dalam Pasai 1 tercantum 
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terp1sahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 
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Pasal 3 

rija.baran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanju~ _d~am 
:rnpiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati in1. 

Pasal 4 

1a1csanaan penjabaran APBD yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dituangk~ 
pebih 1anjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daera 
le ai dengan ketentuan perundang-undangan sesu . 

Pasal 5 

pera.turan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

t an Bupati 
A a.r setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pera ur 
. ~ dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas. 
1n1 
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Ditetapkan di Purwokerto 

pada tanggal 3 0 0 E C 

BUPATI BANYUMAS, 

~~JL----.... 
ACHMAD HUSEIN 
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